
a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan 
da.pat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, diperlukan standar harga satuan 
bangunan gedung negara; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Regional, kepala daerah dapa.t menetapkan 
standar harga satuan selain standar harga satuan biaya 

honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau 

pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan 

kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan 

memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan 

dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan kctentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

STANDAR HARGA SATUAN 
BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 
TAHUN ANGGARAN 2023 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI GROBOOAN 
NOMOR: 60TAHUN 2022 

BUPATIGROBOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Menimbang 



Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerinta.han Daerah . [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali . terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga 
Satuan Bangunan Gedung · Negara pada Pemerintah 
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023; 



(1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
merupakan harga tertinggi yang digunakan sebagai 
standar dalam penyusunan dokumen perencanaan 
pekerjaan dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), overhead serta keuntungan yang wajar. 

(2) Standar harga sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 
didasarkan pada survei harga pasar yang dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan/ atau 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

Pasal 2 
.. 

Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara pada 
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
BANGUNAN GEDUNG NEGARA PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN·ANGGARAN 2023. 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan · Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan 
Bangunan Gedung Negara (Berita. Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita. 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9); 

Menetapkan 



(1) Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 adalah bidang pekerjaan meliputi kegiatan 

pekerjaan: 
a. bangunan gedung; 
b. perumahan; 
c. perpipaan air minum; dan 
d. pekerjaan infrastruktur lainnya yang dilaksanakan di 

Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2023. 
(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada harga satuan yang telah dikalkulasi 
secara keahlian berdasarkan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan yang berlaku menjelang 
dilaksanakannya pengadaan pekerjaan dalam rangka 

mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permuk.iman. 

(3) Selain untuk penyusunan standar harga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1~ Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan 

Umum dan/ atau Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman melaksanakan survei harga pasar 

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil survei sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan harga yang 
signifikan, dilakukan pengusulan perubahan standar harga 
kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan 
Umum dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman. 



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal : I - I>« se ,n b er: 2. o 2 l. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

{ 1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya: 
a. hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini 

namun sangat dibutuhkan oleh unit kerja guna 
pelaksanaan tugas; dan/ atau 

b. harga barang clan jasa yang melebihi harga tertinggi 
dalam Peraturan Bupati ini, 

maka pelaksanaannya harus mendapat izin Bupati 
Grobogan. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 4 



LAMPIRAN HALAMAN 1 

* 

Harga Satuan tersebut telah memperhitungkan aspck kemudahan jangkauan pelayanan 

transportasi dan sebaran wilayah di Kabupaten Grobogan 
Harga Satuan per ml tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar untuk pagar depan 

tinggi minimum 1,5 m 
Apabila karena kondisi tanah mengharuskan kedalaman/konstruksi pondasi pagar 
melebihi standar dan atau ketinggi.an pagar yang karcna spesifikasinya melebihi 

standar [misal pagar bangunan LP), maka hal tersebut termasuk pekerjaan non stander 
yang akan dihitung tersendiri 

• 

• 
KETERANGAN : 

PAGAR BANGUNAN GEDUNO NEGARA 

DEPAN BELAKANG SAMPING 

BT; T.1,50 M T.3M T.2M 
~.810.000,00 2.250.000,00 2.160.000,00 

3. INDEK HARGA SATUAN PAGAR DEPAN, BELA.KANG, DAN $AMPING BANGUNAN GEDUNG NEGARA 
PER ml 

* 
Harga per m2 bangunan gedung dimaksud merupakan Biaya Konstruksi Fisilc per m2 

Harga Satuan tersebut telah mempcrhitungkan aspek kemudahan jangkauan pelayanan 
transportasi dan sebaran wilayah di Kabupaten Grobogan 

* 
KETERANGAN: 

RUMAH.NEOARA 

TIPEA TIPEB TIPE C,D,E 
6.080.000,00 5.690.000,00 5.070.000,00 

2. INDEK HARGA SATUAN TERTINGGI PER m2 RUMAH DINAS 

• 
Harga per m2 bangunan gedung dimaksud mcnxpakan Biaya Konstruksi Fisik per m2 

Harga Satuan tersebut telah memperhitungkan aspek kemudahan jangkauan pelayanan 

transportaai dan sebaran wilayah di Kabupaten Grobogan 

• 
KETERANGAN : 

TIDAK SEDERHANA SEDERHANA 

GEDUNG NEGARA 

6.090.000,00 4.860.000,00 

1. INDEK HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER m2 

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

LAMPIRAN 

PERA~ BUPA'll OROBOGAN 
NOMOR;· •. o,O. .... TAHUN 2022 
TENTANG 
STANDAR HARGA Si\TUAN 
BANGUNAN GEDUNO NEGARA 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOOAN 
TAHUN ANGGARAN 2023 



LAMPIRAN HAL.AMAN 2 

NO URAIAN KlASIFlKASI KETERANGAN SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS 
A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN UNGKUNGAN 
1 Jarak Antar minimal 3 m minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat Berdaaarlcan 

dihitung berdasarkan pertimbangan pertimbangan 
kesclamatan, keschatan, dan kenyamanan keselamatan, keeehatan, 

dan kcnyamanan. serta 
Banllllnan ketentua.n da1ain 

2 Ketinggian Bangunan maksimum 2 lantai maksimum 8 lantai (di ates ~ lantai barua Peraturan Daerah 
mendapat rekomendaai Menteri Pekerjaan aetempat tentang 

Umwn 
Bangunan atau Rencana 

Tata Ruane WiJayah 
3 Ketinggian Langit- min. 2,80 m min. 2,80 m eesua; fungsi Kabupaten/Kota. atau 

lanlZit Rencana Tata Bangunan 
4 Koefisien Dasar Sesuai ketentuan Peraturan Daerah eetempat dan Lingkungan untuk 

Banmnan lokasi yang beraangkutan 
5 Koefisien Lantai Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 

Banzunan 
6 Koefisien Dasar Hijau Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 

7 Garis sempadan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 

8 Wujud Arsitektur sesuai fungsi & kaidah sesuai fungsi & sesuai fungsi & 
~ arsitektur sederhana kaidah kaidah 

arsitcktur arsitektur 
9 Pagar Halaman **) Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , beai, 

beja . kayu, dan bahan lainnya yang diaesuaikan dengan rancangan 
wujud arsitektur bangunan 

10 Kelengkapan sarana dan Prasarana Llngkungan •i 
parkir kcndaraan minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedurur Dihitung berdasarkan 
aksesibiltas tersedia sarana akaesibilitas baJd penyandang cacat kebutuhan aesuai fungsi 

drainase tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku 
bangunan dan 

SNI/ketentuan yang 
pembuangan sampah tersedia tempat pembuangan sampah sertentara berlaku 

pembuangan lhnbah tersedta sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah 
berb~a 

penerangan halaman tersedia penerangan halaman 

5. TABEL SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

Harga Satuan tersebut telah memperhitungkan aspek kcmudahan jangkauan pelayanan 
transportasi dan sebaran wilayah di Kabupaten Grobogan 
Harga Satuan per ml tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar untuk pagar depan tinggi 

minimum 1,5 m 
Apabila karena kondisi tanah mengharuskan kedalaman/konstruksi pondasi pagar 
melebihi standar dan atau ketinggian pagar yang karena spesifikasinya mclebihi 

standar (misal pagar bangunan LP), maka hal tersebut termasuk pekerja.an non standar 
yang akan dihitung tersendiri 

* 

* 
KETEAANGAN: 

PAGAR BANGUNAN RUMAH NEGARA 

DEPAN BELAKANG $AMPING 
BH;T.1.50 M T.2,SM · T.2M 
2.620.000,00 1.470.000,00 1.380.000,00 

4. INDEK HARGA SATUAN PAGAR DEPAN, BELAKANG, DAN SAMPINO RUMAH NEGARA PER ml 



lAMPIRAN HAlAMAN 3 

c PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN 
1 Pondaai batu belah, kayu, beton 

batu belah, kayu, bertulang K-200 batu belah, kayu, 
bcton bertulang beton bertulang 
K-225 atau lebih K-225 atau lebih 

2 Struktur Lantai beton bertulang K-200, 
(khusus untuk baja, kayu ldas kuat n beton bertulang K- beton bertu1ang K- 
bangunan gedung 225 atau 225 atau 
bertingkat) Iebih, baja,kayu klaa lcbih,bltja,~ klas - kuat ll kuatll 

3 Kolom beton bertulang K-200, beton bertulang K- beton bertulang K- baja, kayu klas kuat II 225 atau 225 atau Khuaus untuk daerah 
lebih, baja,kayu klas lebih,baja.Jcayu kla.a gempa, harua 

kuat II kuat II direncanakan aebagai 
4 Balok beton bertulang K-200, 

beton bertulang K- beton bertulang K- 
struktur bangunan tahan 

baja, ka.yu klas kuat II 225 atau 225atau 
gem pa 

lebih,baja,ka.yu klas lebih,baja,kayu klas 
kuatU kuatll 

5 RangkaAtap lcayu k1aa kuat II, baja kayu kJaa kuat II, 
kayU kla.a kuat II, bsja dilapia anti 

baja dilapis anti karat karat 
6 Kemiringan Atap genteng min. 30° , genteng min. 30" , gcnteng min. 30" , 

sirap min.22.5", seng sirap min.22.5". seng sirap min.22.5", 
min 1s· min 15° aengmin 15" 

B P~RSYARATAN BAHAN BANGUNAN 
1 Saban Penutup keramik, vinil, tegcl PC manner loka.l, manner 1oka1, Diupayakan 

menggunakan bahan 

Lantai keramik vinil. kavu keramik vinil kavu 
bangunan eetcmpat/ 

produksi dalain negeri, 
2 Bahan Dimling Luar bata, batako diplester bata, batako dipleater bata, batako termaauk bahan 

dicat/ dilapis lceramik, diplester bangunan scbagai bagian 
dan dicat kaca kaca, panil beton dicat/dilapis dari sistem pabrikasi 

3 Bahan Dinding bata, batako dtplester bata, batako diplester bata, batako komponcn. Apabila bahan 
dipleater tersebut aukar diperoleh 

atau harganya tidak 
dan dicat, kaca, partlsi dicat/ dilapia keramik, dicat/ dilapia seauai, dapat diganti 

keramik, kaca, dengan bah.an lain yang 

Dalam kavu laois kaca oartiai oinawn t>artiai oinaum &ederajat tanpa 
4 Bahan Penutup kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis gipsum, kayu-lapis mengurangi persyaratan 

fungai dan mutu dcngan 
Plafond dicat dicat pcngeM.han lnstanai Teknia 

5 Bahan Penutup Atap genteng, ashes, seng, genteng keramik, genteng keramik. Setempat. 
aluminium aluminium 

gelombang dicat gelombang dicat 

sirao 
6 Bahan Kosen dan kayu dicat/ aluminium kayu dipelitur, kayu dipelitur, 

anodized anodi7.ed aluminium 
aluminium 

Daun 

Pintu 



N HALAMAN4 

NO URAIAN KLASIFIKASI ~.ERAN GAN 
Khuaua & Tipe A TipeB Tipe C,0, dan E 

A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN UNOKVNOAN 
1 Jarak Anter minimal 3 m. untulc bangunan bertingkat dihitung berdaaarkan Terutama berdf,aarkan 

Banzunan pertimbangan keaelamatan, keaehatan, dan kenyamanan ketentuan dalazn Peraturan 

2 Ketinggian Bangunan 
Daerah aetempat tentang 
Bangunan atau Rencana 
Tata Ruang Wilayah 

3 Ketinggian Langit- min. 2,70 m min. 2,70 m min. 2,70m Kabupaten/Kota untuk 
lanlrit lokaai yang bersangkutan. 

4 Koefisien Dasar Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 
Banirunan 

5 Koefiaien Lantai Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 
Bamrunan 

6 Koefisien Dasar Hijau Sesuai ketentuan Peraturan Oaerah oetempat 

7 Garis sempadan Seauai ketentuan Peraturan Daerah aetempat 
8 Wujud Arsitektur sesuai fungsi rumah & sesuai fungsi rumah aesuai fungai rumah 

kaidah arsitektur & kaidah araitektur & kaidah arai.telctur 
9 Pagar Halarnan Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), beai, baja 

, kayu. dan bahan lainnya yang diseauaikan dengan rancangan Biayanya mengikuti atandar 
wu.iud arsitektur ban,runan rumah nepra hara eatuan oer-m· D8Jl.llT 

10 Tandon Air Beraih min. 3 m3 min. 2m3 min. 1 m3 l,AMPIFU 

6. TABEL SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA 

*) pembiayaannya tidak termasuk dalam stander harga · aatuan tertinggi per-m2, clan dianggarkan tersendiri 
sebagai biaya non-standar 

••) pembiayaannya tldak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2 bangunan gedung negara, dan 
dianggarkan tdtsendiri sesuai dengan harga satuan tertinggi per-m' bangunan pagar gedung negara 

E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN 
1 Tangga Penyelamatan lebar minimal • 1, 20 lebar minimal • 1, 20 le bar minimal • 1, 

(khusui, untuk m, dan bukan tangga m, dan bukan tangga 20 m, dan bukan jarak antar tangga 
maksimum 45 m (bila 

menggunakan sprinkler 
banzunan bertinzkatl outar putar tanaea PUUU' jarak biM 1,5 kali} 

2 Tanda Penunjuk Arah jelas, dasar putih huruf hijau 

3 Pintu lebar min.=0,90 m, eatu rnang mininial 2 pintu dan membuka 
keluar 

4 Koridor / selasar lebar min.~1.80 m lebar min.-1,80 m lebar min.•1,80 m 

0 PERSYARATAN UTILITAS DAN PRASARANA DAN SARANA DAI.AM BANOUNAN 
1 Air Beraih PAM, sumur oantek PAM, sumur pantek PAM. sumur pantelc 
2 Saluren air hujen talang, saluran talang, saluran talang, saluran 

. an lin .. 
3 Pembuangan Air bak penampung bak penampung bale penampung 

Ko tor 
4 Pembuangan Kotoran bak pcnampung bak pcnampung bak penampung 

5 Bak SeptikTanlc & berdasarkan kebutuhan berdasarkan berduarkan 
resaoan kebutuhan kebutuhan 

6 Sarana Pengamanan 

thp. Bahaya Mengikuti ketentuan dalam Kep. Meneg. PU No. 10/KPTS/2000 dan 
Kep. Meneg. PU No. ll/KPTS/2000, aerta Stander Naaional 

Kobakaran*l Indonesia (SN!) V&nll berlaku. 
7 Sumber daya listrik*) PLN, Generator (Penggunaan daya liatrik harua memperhatikan 

prinsip hcmat enem) 
8 Penerangan 100-215 lux/JD2, dihitung berdaearkan kebutuhan dan funglli penerangan alazn dan 

bangunan/fungsi ruanz serta SNI van.ir berlaku buatan 
9 Tata Udara 6-10% bukaan atau 6-10% bukaan atau 6-10% bukaan atau dihitung lle9Wli SNI yang 

dengan tata udara dengan tata udara dengan tata udara berlaku. 
buatan (AC'") buatan (AC*) buatan(AC*) 

10 Sarana Transportasi tidak diperlukan untuk bangunan di atas 4 lantai dapat dihitung eeauai kebutuhan 
Vertikal menggunakan Lift dan funglli bangunan 

*l seeuai SNI yang berlaku. 
11 Akaesibilitaa bagi 

Seauai ketentuan da1am Per.Men. PU No. 30/KPTS/2000, minimal 
1ocnvandanJt: cacat*l ramp untuk banzunan klasifik.asi sederhana, 

12 Telepon *) sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan eeauai kobutuhan 

13 Pcnangkal petir penangk:al petir lokal penangkal petir lokal penangk:al petir lokal 



N HALAMAN S 

D PERSYARATAN UTILITAS 
1 Air Bereih PAM, aumur pantek PAM, sumur pantek PAM, sumur pantek 
2 Saluran air hujan talang, saluran talang, saluran talang, sa.lura.n 

linolcnmtan linzku nean -·-· an u, 

3 Pembuangan Air bak penampung bak penampung bak penampung 
Ko tor 

4 Pembuangan Kot~,ran bale penampung bak penampung bale penampung 

5 Bak Septik.'l'ank & 6m3 Sm3 2-4m3 
resaoan 

6 Sarana Pengamanan Mengkuti kctentuan dalam xep. Meneg. PU No. 10/KPTS/2000 dan Untuk Rumah Negara 
thp. Bahaya Standar Nasional yangdibangun dalazn 1 
Kebakaran*I Indonesia (SNI) yang berlaku. kompleks menggunakan 

7 Sumber daya listrik*) PLN, 2200-4400 VA PLN, 1350-2200 VA PLN, 450-1350 VA septiktank Komunal 

8 Penerangan (alam & 100-215 lux/m2 l00-215 IUX/m2 100-215 lux/m2 
buatan) 

9 Tata Udara 6-10% bukaan atau 6-10% bukaan 6-100.4. bukaan 
dengan tata udara 

buatan IACl"l 
10 Telepon *) sesuai kebutuhan seeuai kcbutuhan tidak diayaratlcan 
11 Penangkal petir penangkal petir lokal penangkal petir' lolcal tidak diayaratkan 

E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN 
1 Tangga Penyelamatan lebar min.•l, 20m lebar min.•l, 20m lebar min.•l, 20m 

(khusue untuk yang 

bertinuatl 
2 Tanda Penunjuk Arab tidak diperayaratkan tidak dipen,yaratkan tidak diperayaratkan 

Keluar LAMPIIU 3 Pin tu lebar min.-0,90 m lebar min.•0,90 m leba.r min.-0,90 m 
4 Koridor / acbuar lebar min.•l,80 m lebar min.•1,80 m lebar min ... 1,80 m 

c PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN 
1 Pondasi batu belah, kayu klas batu belah, kayu klaa batu belah, ka.yu 

kuat/ awct II, beton- kuat/ awet U, beton- k:las kuat/ awet n, 
bertulanz bertulang beton-bertulana 

2 Struktur Lantai beton bertulang K-200, beton bertulang K- beton bertulang K- 
(khusus untuk 
bangunan gedung baja, kayu ldas 200, baja, kayu klaa 200, baja, kayu klas 
bertingkat) 

kuat/awet n kuat/awet II kl.lat/awet II 
3 Kolom beton bertulang K-200, beton bcrtulang K- beton bertula.ng K- Khuaus untuk daerah 

baja, kayu kl.as 200, baja, kayu klas 200, bltja. kayu klas gempa, harus 
direncanakan aebagai 

kuat/ awet II kuatl awet II kuat/awct II atruktur bangunan tahan 
4 Balok beton bcrtulang K-200, beton bcrtulang K- bcton bcrtulang K- gem pa 

baia, kayu ldas 200, baja, kayu klaa 200, baja, kayu k1a8 
kuat/awet II kuat/awet n kuat/ awet II 

5 RangkaAtap kayu klas kuat/awct U, kayu klas kuat/ awct kayu klas kuat/ awet 
baia 11 baia II baia 

6 Kemiringan Atap genteng min. 30° • gcnteng min. 30" , gcnteng min. 30• , 
sirap min.22.5", seng airap min.22.s·. scng sirap min.22.s·, 

min 1s• min 15" sengmin 15" 

B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 
l Bahan Penutup marmer lokal, keramik, keramik, wu1 keramik, vinil, tegel Oiupa.yakan 

Lantai vinil PC menggunakan bahan . 
2 Bahan Oinding bata, batako diplester bata, batako diplester bangunan .etempat/ 

dan dicat tembok nan die.at tembok bata, batalt.o produksi dalam negeri, 
diplester dan die.at termaauk bahan 

tembok bangunan eebapi 
3 Ballan Penutup gipaum, ashes semen / ashes semen / kayu- -be• aemen/kayu- begian de.ri listem 

Plafond kayu lapi11 laois dicat lania dicat pabrikasi komponen 
4 Bahan Penutup Atap genteng keramik gentcng, ashes, seng, gcnteng. aabes, 

bcrglazuur, 
sir an eena, airao - ~'- - ~ - 

5 BahaJ1 Kosen dan kayu dipelitur / dicat kayu dicat kayu dicat 

Daun Pintu I Jcndcla 



tAMPIRAN HAI.AMAN 6 

i pembiayaannya tidak tennamk dalam etaodc harp aatu8Jl pa-·m2, dan llanla dianllJlrkan 
teraendiri aebapi ~ non-atandar. 

- uutuk Rumah Negara ldaa C, D, clan E, pe!ebaoean pembangunannya diaamping eepcz1i ctcnbtan pma tabel tenlebut 
diataa, chl>angun berd.uartan "Dokumen PeJehmgao Dill8in Prototip Dattab Seteaapat" yang 

dibluarlmn oleh Direktont Jeoderal Cipta 1'alya atau mrngsmakan dieain Penun Penmaw 
yang telah 4iaetajui oleh Direktorat Jeoderal Cipta Kerya. 

- untuk bangunan rumah nepra yang dibangun da1am beDgumm gc:duag bertiDgkat. benyak (rumah 9U8UD). malm 
kemltuan·btmtuan tekni8oya mengikuti ketentuan teknia untuk b8Pgunan git(lung negara 8e8Uai 
Jcetentuan yang berlaku. 

• apabila. bahan-bahan tenebut $Ukar diperoleh atau harganya tidak eeewu, dapat clipnti deopn baiban lain yang 
aedera,iat tanpa ~ paw.)araun 6mpi dan mutu denpn pengeuhan lnaanei telmia 
aet.emp!lt 


